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PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Tul

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 19 April 1991, Agama Islam,
Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di KP. Tipar Peuntas, RT/RW. 045/009, Desa Cibolang
Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dan sekarang
bertempat tinggal di Jl. Pattimura (PLN Lama) RT/RW. 013/005,
Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Nomor
HP. 082298205025, dalam hal ini berdomisili elektronik dengan

alamat email : fitriaprillia56 @gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor, 10 Agustus 1984, Agama Islam,
Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang),
tempat kediaman di Dusun Mangon (Kediaman Mas Amin Depan
SD Mangon) Desa Tual, Kecamatan Kecamatan Pulau Dullah

Selatan, Kota Tual, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2021
telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi e-
Court yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor
2/Pdt.G/2021/PA.Tul, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan
tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisaat,
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Akte
Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 04 Januari 2010 Seri : EF;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman
Kakak Kandung Penggugat di Jl. Pattimura (PLN Lama) RT/RW. 013/005,
Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual,
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba’da dukhul), dan telah di
karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
a. ANAK PERTAMA, perempuan, umur 10 Tahun;
b. ANAK KEDUA, laki-laki, umur 3 tahun;
Dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan
Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran pada tahun 2011 yang terus menerus dan tidak ada

harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

a. Sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan dalam rumah
tangga;

b. Tergugat suka tertutup kepada Penggugat;

C. Tergugat sudah memberikan Talak kepada Penggugat sejak

tanggal 1 September 2020;
d. Setiap ada masalah, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak
pernah menyelesaikannya malah menghindarinya;
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5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan
puncaknya pada tanggal 1 September 2020 yang mengakibatkan Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga
sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati serta telah
berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan
Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke
Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat
mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual Cg. Majelis Hakim
kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai
berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Tul tanggal 06 Januari 2021 dan 13
Januari 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas pertanyaan Hakim,
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Penggugat menyerahkan asli surat gugatan cerai dan persetujuan prinsipal
untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan
dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena
dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini
dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk
beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Tual
(Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor
129/KMA/SK/VI11/2019);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 02/DT/KPDS/1/20121
Tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tual,
Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, oleh Hakim diberi tanda
P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxxxxxxX Tanggal 04
Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di JI. Maren IV, BTN Un Indah, RT. 001 RW. 005,
Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Teman;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri, tapi tidak mengetahui tempat dan waktu
menikahnyanya;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tingga bersama di
rumah kakak kandung Penggugat di JI. Pattimura;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA, perempuan, umur 10 tahun ;
2. ANAK KEDUA, laki-laki, umur 3 tahun ;
Kedua anak tersebut sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, tapi
mengetahui dari pengaduan Penggugat dan Tergugat kalau antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan saya
melihat sendiri Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk
menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat mempunyai sifat sangat tertutup terhadap masalah
apapun tidak pernah mau membicarakan dengan Penggugat
sebagai isteri, tapi kalau dengan orang lain Tergugat sangat
terbuka, sifat Tergugat ini yang sering kali membuat Penggugat dan
Tergugat bertengkar sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan
kecocokan dalam rumah tangga, dan Tergugat sudah memberikan

Talak kepada Penggugat sejak tanggal 1 September 2020;
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- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak 1 September 2020 sampai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai

2. SAKSI IlI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di JI. Pattimura RT. 001 RW. 001, Desa Tual,

Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Ipar;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2009 di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisaat, Kabupaten
Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tingga bersama
di rumah kakak kandung Penggugat di JI. Pattimura;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing
bernama :

1. ANAK PERTAMA, perempuan, umur 10 tahun ;

2. ANAK KEDUA, laki-laki, umur 3 tahun ;

Kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran sejak tahun 2011 yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 September
2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui perselishan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat orangnya
sangat tertutup kepada Penggugat dan tidak memiliki perhatian
kepada anak-anak Penggugat dan tergugat, sifat Tergugat yang
tertutup tersebut sampai kepada masalah penghasilan dan masalah
hutang, Tergugat pernah berhutang tanpa sepengetahuan
Penggugat dan diketahui saat ada yang datang menagih hutang ke
rumah, serta Tergugat sudah memberikan Talak kepada Penggugat
sejak tanggal 1 September 2020;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat menyerahkan asli surat surat
gugatan cerai dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara
elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload
pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim
menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa
terlaksana karena tidak adanya pertsetujuan daripada Tergugat, maka Hakim
menilai Permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik di Pengadilan
Agama Tual tidak dapat dilaksanakan (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan
Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VI111/2019);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin
menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga
dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini
harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah
bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, serta perkawinan
Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual
berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 Desember 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak
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keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat tertutup
kepada Penggugat dan tidak perhatian kepada Penggugat dana nak-
anaknya, serta telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat sejak tanggal
1 September 2020;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 1 September
2020 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak
pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya
masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, Hakim dalam persidangan maupun pihak keluarga
Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan
sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan
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Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat
bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat
(mitsaaqon ghaliidhan) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah
Allah Swt.dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan
rohnmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Buku | Kompilasi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar tahun 2013
yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA Nomor
4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga
sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain, sudah ada upaya
damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami
dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan
kuwajibannya sebagai suami-istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal
bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adaya
wanita idaman lain, pria idaman lain atau kekerasan dalam rumah tangga, main
judi dan lain-lainnya);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah
memenuhi kriteria broken marrage atau retak sedimikian rupa, tidak terwujud
lagi satu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
padahal salah satu unsur penikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila
unsur tersebut tidak tersewujd lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut
rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi
yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih
besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik
maslahat, hal ini sejalan dengan kaidah figih dalam kitab Al-ldhoh al-Qawai’idul
Figih yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa’'id Muhammad ‘Ubbadi Al-Labhji
halaman 44, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, dinyatakan
bahwa:

tlaoll Uz le 380 amlaoll T)a
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Artinya: “menolak mafsadat lebih utamakan dari pada menarik maslahat.”

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI  Nomor
1287/K/Ag/1999 tanggal 8 Juni Maret 1999 mengandung kaidah hukum apabila
suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcokan yang
terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil
menyatukan lagi, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami
istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah
memenuhi alasan, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar
sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang
demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana
yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz 1l halaman 290 yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

dxe tm,...» Y, o) L, CL'J\ Jipo) Seal 3] 5 ) AR IR TP U
el gy 3,2l

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.357.000,- (tiga ratus lima puluh tuju ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu
tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir
1442 Hijriyah, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.l., sebagai Hakim tunggal, putusan
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tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Hakim tersebut dan dibantu oleh Idris Tuguis, SH., sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Anwar Fauzi, S.H.l.

Panitera Pengganti

Idris Tuguis, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2. Proses ¢ Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Pemberitahuan Rp 75.0000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  30.000,00
5. Redaksi : Rp.  10.000,00
6. Meterai : Rp. 12.000,00
Jumlah Rp. 357.000,00

(tiga ratus lima puluh tuju ribu rupiah)
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